PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG

KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV

INSTITUT PEMERINTAKAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi kepamongprajaan, perlu menyusun kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berisi tentang pedoman pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan paradigma pemerintahan;


b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).


2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390). 



3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 



4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561). 



5.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 



6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115). 



7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41). 



8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 



9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.


10.
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 8 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.


11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.


12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 



13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 



14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.


15.
Keputusan Menteti Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Pelajaran Mahasiswa. 



16.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 



17.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2005 tentang Kurikulum Inti Pendidikan linggi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Pasal 1
(1)
Dengan Peraturan ini ditetapkan kurikulum diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
(2)
Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat 1, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Pasal 2

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terbagi dalam:

a.
Kurikulum Pengajaran;
b.
Kurikulum Pelatihan;

c.
Kurikulum Pengasuhan.

Pasal 3
(1)
Kurikulum Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
a.
Kurikulum Pengajaran Fakultas Politik Pemerintahan;

b.
Kurikulum Pengajaran Fakultas Manajemen Pemerintahan.

(2)
Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
a.
Kurikulum Pelatihan Fakultas PoUtik Pemerintahan;

b.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan;

c.
Kurikulum Pelatihan pada Bagian Pelatihan.

(3)
Kurikulum Pengasuhan serbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

a.
Kurikulum Pengasuhan Muda Praja;

b.
Kurikulum Pengasuhan Madya Praja;

c.
Kurikulum Pengasuhan Nindya Praja;

d.
Kurikulum Pengasuhan Wasana Praja;
e.
Kegiatan ekstrakurikuler.
Pasal 4

(1)
Kurikulum Pengajaran Fakultas Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a.
Kurikulum Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan Kebijakan Pemerintahan;

b.
Kurikulum Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat;

c.
Kurikulum Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan Pemerintahan Umum;

d.
Kurikulum Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan KESBANGPOL;

(2)
Kurikulum Pengajaran Fakultas Manajemen Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari : 

a.
Kurikulum Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Kependudukan;

b.
Kurikulum Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Sumberdaya Aparatur;

c.
Kurikulum Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Keuangan Daerah;

d.
Kurikulum Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Pembangunan;
Pasal 5

(1)
Kurikulum Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran IA, IB, IC, dan ID Peraturan ini.

(2)
Kurikulum Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tercantum dalam lampiran IIA, IIB, IIC, dan IID Peraturan ini.
Pasal 6

(1)
Kurikulum Pelatihan Fakultas Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
a.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan Kebijakan Pemerintahan;

b.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat;

c.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan Pemerintahan Umum;

d.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Politik Pemerintahan Jurusan KESBANGPOL;

(2)
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Kependudukan;

b.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Sumber daya Aparatur;

c.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Keuangan Daerah;

d.
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan Jurusan Manajemen Pembangunan;
(3) Kurikulum Pelatihan pada Bagian Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan materi praktek yang diberikan oleh Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu, seni, dan praktek pemerintahan.
Pasal 7

(1) Kurikulum Pelatihan Fakultas Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan satu kesatuan pada lampiran IA, IB, IC, dan ID Peraturan ini.

(2)
Kurikulum Pelatihan Fakultas Manajemen Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan satu kesatuan pada lampiran IIA, IIB, IIC, dan IID Peraturan ini.

(3)
Kurikulum Pelatihan pada Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tercantum pada lampiran III Peraturan ini.
Pasal 8

(1)
Kurikulum Pelatihan yang terkait dengan materi perkuliahan di semua fakultas, diberikan oleh tenaga pengajar/dosen yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan materi perkuliahan itu dengan bobot 1 (satu) SKS yang dikendalikan oleh Dekan Fakultas.

(2)
Kurikulum Pelatihan yang tidak terkait dengan materi perkuliahan, diberikan oleh para pelatih yang berasal dari praktisi pemerintahan, widyaiswara, dan pejabat fungsional khusus yang memiliki keahlian sesuai dengan materi pelatihan, yang dikendalikan oleh Kepala Biro Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama.
Pasal 9

Kurikulum Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam lampiran IVA dan IVB Peraturan ini.
Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari peraturan ini.

Pasal 11

Rektor Institut Pemerintahan Datam Negeri wajib menerapkan kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan pada semua kampus IPDN mulal Tahun Akademik 2009/2010.
Pasal 12

Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, dievaluasi clan disesualkan dengan perkembangan Ilmu dan praktek pemerintahan serta ketentuan perundang-undangan.
Pasal 13

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan bagi Madya Praja Tahun Akademik 2009/2010 yang sedang berjalan berdasarkan ketentuan kurikulum yang telah ada sebelumnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI DALAM NEGERI,
                   Ttd

         H. MARDIYANTO















